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MOTTO 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 

(Thomas Alfa Edison) 

 

 

 

“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu beristigfar 

maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang 

meperoleh hidayah.” 

( HR. Al – Baihaqi ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan amanat negara untuk menghimpun 

penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berbagai jenis pajak, Undang-

Undang, peraturan pendukung, sumber daya, dan sistem telah dibuat serta 

disiapkan untuk melaksanakan amanat dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di 

dalam proses penarikan pajak selalu menemui kesulitan untuk menghimpun hasil 

akhirnya. Pajak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena 

memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak. 

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, 

karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut 

kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan 

kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, 

pajak sangat memerlukan adanya mekanisme perpajakan yang baik untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pajak dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, kemudian pajak daerah dibagi 

menjadi dua bagian yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak 

negara pelaksanaan pungutannya dilakukan oleh pusat, berbeda dengan pajak 

daerah yang pungutannya dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten atau 

kota).  

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang 

berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan 

daerah. Akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan 

penerimaan dari pajak reklame seperti kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame/ merek usaha. Oleh 

karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan kearah perbaikan dan 

peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang 
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harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah 

lebih mensosialisasikan pentingnya Pajak Reklame kepada masyarakat tentang 

pentingnya pajak daerah khususnya reklame guna kepentingan umum atau 

pembangunan daerah tersebut. 

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan 

UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

ditegaskan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang 

objeknya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kota Jember 

sebagai pusat perdagangan, perkantoran, dan pendidikan, memiliki potensi yang 

sangat besar untuk dijadikan lokasi atau tempat yang strategis untuk 

memperkenalkan, mempublikasikan, atau menganjurkan suatu produk barang, 

jasa atau hal-hal lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun nonkomersil. Oleh 

karena itu, pajak reklame merupakan salah satu pajak potensial yang dikelola oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jember. 

Berdasarkan uraian di atas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi 

judul “PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan 

1 Sebagai syarat kelulusan untuk mengambil gelar Ahli Madya. 

2 Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur 

penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

3 Dengan PKN mahasiswa akan mendapat pengetahuan terutama 

mengenai struktur organisasi dan sistem di perusahaan. 

4 Memantapkan pengetahuan dan keterampilan dan menjadikan 

momen PKN sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan 

kemasyarakat. 
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1.2.2 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memberikan ketrampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan 

program-program perkembangan perusahaan. 

b. Lebih mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

c. Sebagai sarana untuk memperkenalkan pentingnya membayar 

pajak. 

 

2. Bagi Universitas Jember 

a. Merupakan sarana guna menjembatani antara lembaga pendidikan 

Universitas Jember dan perusahaan atau instansi untuk kerja sama 

lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Praktek Kerja 

Nyata. 

 

3. Bagi Instansi yang Bersangkutan 

a. Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau 

instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja 

sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non 

akademis. 

b. Memperluas jaringan kerja sama dan memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. 

 

 

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 
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Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jl. Jawa no.72 

Jember, Jawa Timur. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari 

yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2016, terhitung 

mulai dari 5 September sampai 5 Oktober 2016 

 

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan 

menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.  

  

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No Kegiatan MingguKe- 

I II III IV 

1 Perkenalan dengan pembimbing Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember beserta karyawan yang 

bersangkutan. 

X    

2 Apel pagi bersama para karyawan Dinas Pendapatan 

Daerah Jember. 

X X X X 

3 Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak yang 

ditunjuk sehubungan dengan judul yang diambil. 

X X X X 

4 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten jember 

X X X X 

5 Mengumpulkan data dan menyusun catatan penting untuk 

membuat konsep Laporan Kerja Nyata. 

 

 X X X 

6 Konsultasi dan penyusunan laporan   X X 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan dunia bisnis 

saat ini yang semakin berkembang, ditengah-tengah perkembangan dunia 

bisnis yang semakin hari semakin menuju era modernisasi. Para pengusaha 

atau para wiraswasta akan selalu membandingkan jumlah harta yang dimiliki 

saat usaha sudah berjalan secara periodik. 

Adapun pengertian akuntansi itu sendiri menurut beberapa para ahli, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4 dalam 

Harahap (2013:4): “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. 

Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya 

dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif”. 

b) Menurut Al Haryono Jusup (2011:4) menjelaskan bahwa: 

“Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Akuntansi adalah disiplin yang 

menyediakan atau memberikan informasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efisien terutama dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

2.2 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi 

yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu 

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. 
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Menurut W. Gerald Cole dalam Mulyadi (2013:5) menyatakan “Prosedur 

Akuntansi adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang 

sering terjadi”. 

 

2.3 Proses Akuntansi 

Proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Akuntansi 

Sumber : Baridwan (2011:48) 

Keterangan gambar : 

1. Bukti-bukti transaksi yang merupakan catatan pertama dari setiap 

transaksi dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku 

jurnal. 

2. Buku-buku jurnal sering disebut dengan buku catatan pertama, 

merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-

transaksi urut tanggal terjadinya (kronologis), sumber pencatatan 

berasal dari bukti-bukti pembukuan. Apabila suatu transaksi yang 

sama sering terjadi, biasanya dibuatkan buku jurnal spesial yang 

khusus digunakan untuk mencatat suatu transaksi tertentu seperti, 

jurnal pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. 

Laporan 
Keuangan 

Buku 
Besar  

Buku 
Jurnal  

Bukti-Bukti 
Pembukuan 

Buku 
Pembantu 
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3. Rekening-rekening dan buku besar, catatan yang ada dalam buku 

jurnal akan dipindahkan dalam rekening-rekening dan buku besar, 

catatan yang ada dalam buku jurnal akan dipindahkan dalam 

rekening-rekening yang sesuai. Rekening-rekening ini disusun 

menurut suatu susunan yang akan memudahkan penyusunan 

laporan keuangan, kumpulan rekening-rekening itu disebut buku 

besar. 

2.4 Perpajakan 

 

2.4.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-

undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa 

secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk 

menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau 

perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam 

(Mardiasmo, 2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

2.4.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pokok pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber 

keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur) dalam Resmi 

(2015:3), yaitu: 
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a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Daerah) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-

lain. 

b) Fungsi Regulerend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu 

di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak 

sebagai fungsi pengatur adalah: 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan 

pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin 

mewah suatu barang maka tariff pajaknya semakin tinggi 

sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan 

pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba 

untuk mengkonsumsi barang mewah. 

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan 

agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan 

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga 

terjadi pemerataan pendapatan. 

8 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para 

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar 

dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. 

4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil 

industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri 

baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan 

produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu 

lingkungan atau menimbulkan polusi. 

5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. 

Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di 

Indonesia. 

6. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik 

investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi pokok pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 

sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend 

(mengatur) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. 

2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor 

swasta ke sektor negara, maka agar pemungutannya tidak 

menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang 

dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat menurut 

Mardiasmo (2013:2), yaitu: 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, 

Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil 

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
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masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah 

ditetapkan. 

b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis) 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak 

dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu: 

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang 

berdasarkan Undang-Undang harus dijamin kelancarannya. 

2. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk diperlakukan 

secara umum. 

3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para 

Wajib Pajak. 

c. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat 

Ekonomis) 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi 

perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai 

merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya 

usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan 

menengah. 

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil) 

Syarat finansiil ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu 

bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang 

akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. 

Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan 

seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang 
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ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya 

pemungutan sekecil-kecilnya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana 

akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak 

yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif 

bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 

pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak 

rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. 

 

2.4.4 Pengelompokan Pajak 

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang 

dibagi dalam beberapa pengelompokan, yaitu: 

1. Menurut golongannya, sebagai berikut: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. 

Contoh: Pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut sifatnya, sebagai berikut: 

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar 

pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri 

wajib pajak. 

Contoh: Pajak penghasilan. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek 

tanpa memperhatikan wajib pajak. 

Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah. 
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3. Menurut lembaga pemungutannya, sebagai berikut: 

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea 

materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah 

daerah. Pajak daerah terdiri atas: 

1. Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, dan kendaraan 

di atas air. 

2. Pajak kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 

dan pajak penerangan jalan. 

 

2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dapat di lakukan dalam 3 stelsel, stelsel 

inilah yang merupakan 3 garis besar yang harus di perhatikan dalam 

tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7), yaitu: 

1. Stelsel Pajak 

a. Stelsel Nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan 

yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak 

setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih 

realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. 

b. Stelsel Anggapan 
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Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 

diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan 

tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. 

c. Stelsel Campuran 

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan 

dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

 

2. Asas Pemungutan Pajak  

a. Asas Domisili 

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan wajib pajak di wilayahnya baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib 

pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayahnya tanpa memeprhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan 

Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini 

berlaku untuk wajib pajak luar negeri. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 
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1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 

pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada wajib pajak sendiri. 

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib 

pajak. 

 

2.4.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Utang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian, 

disatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur. 

Hukum pajak ditinjau dari hukum perikatan ini juga merupakan 

ikatan yang timbulnya bukan karena suatu perjanjian tetapi karena 

Undang-Undang atau karena hukum publik, yang pelunasannya 

dapat dipaksakan. Pihak yang terlibat dalam utang pajak adalah 
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wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk 

dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh negara tidaklah sama dengan suatu perampokan 

karena sudah berdasarkan Undang-Undang, dan pemungutan pajak 

telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat.  

Menurut Mardiasmo (2013:8) ada 2 ajaran atau pendapat 

mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu: 

1. Ajaran Formil 

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan 

adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga 

pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

oleh pihak fiskus/pemerintah. 

2. Ajaran Materil 

Dalam ajaran materil, utang pajak timbul karena Undang-

Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan 

seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena 

perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang 

pajak. 

Contoh perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menyebabkan 

utang pajak adalah: 

1. Perbuatan: mendirikan bangunan, melakukan kegiatan 

impor/ekspor, berpergian ke luar negeri. 

2. Keadaan: memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh 

penghasilan, memiliki kendaraan bermotor. 

3. Peristiwa/kejadian: mendapat hadiah undian. 

 

2.4.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh: 
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a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 

pajak. 

Bentuk perlawanan tersebut adalah: 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar peraturan perpajakan. 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan 

pajak. 

2.4.7 Tarif Pajak 

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-

undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan 

dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang 

krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan 

berbagai pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat 

beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain: 

1. Tarif Progresif 

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya 

semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga 

semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif 

dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Tarif Pajak Progresif Positif 

Tarif pajak progresif positif adalah tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang 

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase 

untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. 
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b. Tarif Pajak Progresif Proporsional 

Tarif pajak progresif proporsional adalah tarif pemungutan pajak 

dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah 

yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan 

persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap. 

c. Tarif Pajak Progresif Degresif 

Tarif pajak progresif degresif adalah tarif pemungutan pajak 

dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah 

yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan 

persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun. 

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat 

(1) huruf a 

0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif  :5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarif :15% 

Di atas RP 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 tarif :25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 tarif :30% 

 

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif degresif. 

2. Tarif Degresif 

Tarif Degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif 

adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila 

jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, 

tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak 

yang terutang juga semakin kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi 

lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya 

juga semakin besar. 
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Pajak yang terutang 

Rp 10.000.000,00 x 15%= Rp 1.500.000,00 

Rp 25.000.000,00 x 13%= Rp 3.250.000,00  

Rp 50.000.000,00 x 11%= Rp 5.500.000,00 

Rp 60.000.000,00 x 10%= Rp 6.000.000,00 

Jumlah pajak terutang Rp 16.250.000,00 

3. Tarif Proporsional 

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar 

objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara 

sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang 

menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan 

dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang 

(yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 

2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional 

sebesar 10%. 

Pajak yang terutang 

a. Rp 15.000.000,00 x 10%= Rp 1.500.000,00 

b. Rp 25.000.000,00 x 10%= Rp 2.500.000,00 

c. Rp 40.000.000,00 x 10%= Rp 4.000.000,00 

d. Rp 60.000.000,00 x 10%= Rp 6.000.000,00 

4. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap 

tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. 

Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 

(BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan 

adalah Bea Materai dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 

6.000,00. 

5. Tarif Advalorem 

Tarif advalorem adalah suatu tariff dengan persentase tertentu yang 

dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. 
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Contoh PT XZY mengimpor barang jenis “A” sebanyak 1500 unit 

dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jika tariff Bea Masuk atas Impor 

Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar 

adalah: 

Nilai Barang Impor=1500xRp 100.000,00=Rp 150.000.000,00 

Tarif Bea Masuk 20%, maka 

Bea Masuk yang harus dibayar= 20%xRp 150.000.000,00=Rp 

30.000.000,00. 

6. Tarif Spesifik 

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis 

barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. 

Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis “Z” sebanyak 1500 unit 

dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jika tarif Bea Masuk atas impor 

barang Rp 10.000,00 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus 

dibayar adalah: 

Jumlah Barang Impor= 1500 unit 

Tarif Bea Masuk= Rp 10.000,00 

Bea Masuk yang harus dibayar= Rp10.000,00x1500=Rp 15.000.000,00 

7. Tarif Efektif 

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan 

dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib 

Pajak. 

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 

2008 sebesar Rp 750.000.000,00. Hitung besarnya pajak yang harus 

dibayar! 

a. Dengan Tarif Progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000 

5%xRp 25.000.000,00=Rp 1.250.000,00 

10%xRp 25.000.000,00=Rp 2.500.000,00 

15%xRp 50.000.000,00=Rp 7.500.000,00 

25%xRp 100.000.000,00=Rp 25.000.000,00 

35%xRp 550.000.000,00=Rp 192.500.000,00 
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Jumlah pajak terutang Rp 228.750.000,00 

b. Dengan Tarif Efektif 

Rp 228.750.000,00x100%=30,5% 

Rp 750.000.000,00 

Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, 

maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif 

progresif dalam perhitungannya. 

 

2.5 Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 

32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah). 

2.5.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

• Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas 

Air 

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan 

• Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

• Pajak Hotel 

• Pajak Restoran 

• Pajak Reklame 

• Pajak Hiburan 

• Pajak Penerangan Jalan 

• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

• Pajak Parkir 
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• Pajak Air Tanah 

• Pajak Sarang Burung Walet 

• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

• Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan 

2.6 Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, atau perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, dan dinikmati oleh umum. 

 

2.6.1 Macam-macam Pajak Reklame 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 3 

tahun 2011 dan peraturan bupati nomor 28 tahun 2011, disebutkan 

macam-macam reklame sebagai berkut: 

a. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap 

(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, 

collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau 

beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat 

yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung ata ditempel 

(mural) atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, 

dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 

b. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat 

dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa 

gambar dan tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan 

menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya vidiotron dan 

electronic display. 

c. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau 

bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen 
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dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan 

bersifat isidentil. 

d. Reklame Kain adalah yang tujuan materinya jangka pendek atau 

mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isidentil 

dengan menggunakan bahan kain termasuk plastic atau bahan lain 

yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, 

bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant 

banner, dan standing banner. 

e. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda. 

f. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran 

lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau 

dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk 

didalamnya brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 

g. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada 

kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan 

dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara 

dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya 

reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun 

tidak. 

h. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara 

dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain 

yang sejenis. 

i. Rekalme Apung adalah reklame isidentil yang diselenggarakan 

dipermukaan air atau diatas permukaan air. 

j. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 

ditimbulkan atau dari perantaraan alat. 
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k. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, 

ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk 

diproyeksikan dana tau dipancarkan. 

l. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

m. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan 

dengan luas bidang 8m² (delapan meter persegi) kebawah yang 

diselenggarakan dieprsil atau reklame berjalan. 

n. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan 

dengan luas bidang lebih dari 8m² kebawah yang diselenggarakan 

dilokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang 

diselenggarakan dilokasi bukan persil. 

o. Reklame Isidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, 

reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, 

reklame apung, dan reklame suara. 

 

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Reklame 

Dasar hukum pajak reklame Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

pajak reklame. 

2. Surat Keputusan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk 

pelaksanaan. 

 

2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame 

Objek dan Subjek Pajak Reklame adalah sebagai berikut: 

1. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

2. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame. 
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3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame. 

4. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah: 

a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yag berfungsi untuk membedakan dari produk 

jenis lainnya. 

c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 

profesi tersebut. 

d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatic, 

perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa 

serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya. 

e) Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama 

tempa ibadah dan tempat panti asuhan. 

f) Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai 

politik dan organisasi kemasyarakatan. 

 

2.6.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak 

Tarif pengenaan pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame 

2. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan penjumlahan nilau jual 

objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. 
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2.6.5 Cara Menghitung Nilai Sewa Reklame 

Untuk menghitung nilai sewa pajak reklame pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember sebagai berikut: 

= 

=  + 
 

 

=                         + 

  

Gambar 2.7.5 Sumber: Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011 

NILAI SEWA 
REKLAME 

NILAI JUAL OBJEK 
PAJAK REKLAME 

NILAI STRATEGIS 
PENYELENGGARAAN 

REKLAME 

LUAS BIDANG 
REKLAME 

KETINGGIAN 

LOKASI 

SUDUT PANDANG 

KETINGGIAN 
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BAB III. GAMBARAN UMUM  

 

3.1 Latar Belakang Sejarah  

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan 

pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk 

merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas di bidang 

pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan 

segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan 

potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya pengoptimalan segala potensi 

daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan 

PAD setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan 

Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

 

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana 

instansi tetap konsisten. Dan visi dinas pendapatan ini digambarkan dalam proyek 

lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai 

dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Dari konsep yang dipaparkan di 

atas, maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah mewujudkan 

dinas pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif.  

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember yang harus sesuai visi yang telah direncanakan dengan tujuan 

organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik setiap tahunnya 

dengan potensi yang dimiliki. Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai 

berikut : 

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan, 

2. Manggali dan melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara 

intensif, 

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah, 

4. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah. 
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3.2 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER 

 

KKASI JJJ 

KEPALA DINAS PENDAPATAN 

SEKERTARIS 

KASUBAG UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

KASUBAG 
KEUANGAN 

KASUBAG 
PERENCANAAN 

KABID 
PENDATAAN DAN 

PELAYANAN 

BIDANG 
PENDATAAN DAN 

PELAYANAN 

BIDANG 
PELAYANAN DAN 

PENYULUHAN 

KABID  
PENETAPAN DAN 

VERIVIKASI 

BIDANG 
PENETAPAN  DAN 

LEGALITAS 

BIDANG 
VERIVIKASI 

KASI PENAGIHAN 
DAN KEBERATAN  

BIDANG 
PENAGIHAN 

BIDANG 
KEBERATAN DAN 
PENGURANGAN 

KASI PEMBUKUAN 
DAN PELAPORAN  

BIDANG 
PEMBUKUAN DAN 

PELAPORAN 

BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

PENERTITABAN UPT 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 
Sumber: Data diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Februari 2014 
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Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya 

manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan 

organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, 

organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. Pada 

Dinas Pendapatann Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida 

dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan ( kepala dinas ), personalia, 

sekertaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing - masing jabatan. 

Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember merupakan 

bentuk organisasi fungsional yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan 

kepada satuan - satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, 

pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama 

masih menyangkut bidang kerjanya. 

 Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan  Kabupaten Jember 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah, 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, 

c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah, 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah, 

e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

pada lingkup dinas, 

f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan,penetapan,penagihan, 

dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah, 

h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya, 

i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah, 

j.  Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli 

Daerah. 
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2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

(Personalia ) tersebut antara lain : 

a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak 

langsung di Bidang Keuangan dan Personil pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember. 

b. Membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan. 

c. Mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, 

usul, saran, dan tanggapan. 

d. Mengajukan usul dan Saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten 

Jember mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat Pemeriksa fungsional 

kepada gubernur. 

e. Melaksanakan dan menyusun program kerja pengawasan secara rutin di 

bidang pajak, retribusi daerah. 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan 

dan Pembinaan tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang 

perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas  

dan fungsinya. 

3. Sekretariat  mempunyai fungsi   : 

a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-

bidang, 

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan      

pertanggungjawaban keuangan, 

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana, 

d. Melaksanakan pengelolan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji 

pegawai dan inventaris, 

e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan 

kearsipan, 

f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat, 
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g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan 

semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan. 

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung 

dan belanja tidak langsung, 

b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan, 

c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi, 

d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai, 

e. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi 

serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan, 

f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan, 

g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah ke Kas Daerah  oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP). 

5. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, 

baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung, 

b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas Pendapatan Daerah, 

c. Melakukan perencanaa terhadap pendapatan daerah, 

d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan 

Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, 

e. Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya, 

f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas, 

g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas 

Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris. 
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6. Bidang Pendataan dan Penyuluhan  mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan 

serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi 

daerah, 

c. Membuat daftar  wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat 

perpajakan dan retribusi daerah, 

d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan 

serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan 

serta petunjuk kepada semua unit - unit penghasil di lingkungan Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember, 

f. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

7. Seksi Pendataan  mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah, 

b. Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan 

/ lokasi dan melaporkan hasilnya, 

c. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak,  

d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil 

pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB ) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya, 

e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali  formulir 

pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah, 
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f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan 

retribusi daerah yang belum diterima kembali,  

g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah 

dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, 

h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPD), 

i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan 

penerbitan perijinan, 

j. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, 

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 

l. Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang 

Pendataan dan Pendaftaran. 

 

8. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, 

b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan 

metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah 

lainnya, 

c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, 

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,  

e. Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang 

Pendataan dan Pendaftaran. 

 

9. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi : 

a. Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah, 

b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

c. Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

10. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas : 

a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,  
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b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan 

wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui, 

c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat 

perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, 

d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 

e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak 

lainnya, 

f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, 

g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah, 

h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat  

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,  

j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan 

dan Verifikasi. 

 

11. Seksi Verifikasi mempunyai tugas : 

a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak  Daerah 

dan Retribusi Daerah, 

b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / 

Wajib Retribusi, 

c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah 

dan retribusi daerah, 

d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, 

e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, 
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f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan 

Bangunan  ( PBB ) sektor pedesaan dan perkotaan, 

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,  

h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan 

dan Verifikasi. 

 

12. Bidang Operasional mempunyai fungsi : 

a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka 

peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, 

b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka 

mengoptimalkan pendapatan daerah, 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, 

d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan olek Kepala Dinas. 

 

13. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas  

: 

a. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan, 

b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari 

pemerintah propinsi maupun pusat, 

c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung 

tunggakannya, 

d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan, 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Operasional dan Pengendalian. 
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14. Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas 

: 

a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, 

b. Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional 

penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, 

c. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah, 

d. Melayani permohonan  keberatan / keringanan atas  materi penetapan 

pajak dan retribusi daerah, 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Operasional. 

 

15. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi : 

a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau 

pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,   

b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga, 

c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan 

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, 

d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau 

pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi 

penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan 

dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB)  dan, 

f.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

16. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas  
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a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak 

lainnya, 

b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah, 

c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak  Daerah (SKPD) dan Surat 

Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang 

telah dibayar lunas, 

d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan  dari Bagian Keuangan Setda 

Kabupaten Jember, 

e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan 

pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember, 

f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penagihan serta pemungutan, 

g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen 

penagihan, 

h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, 

i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga, 

j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, 

k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan 

pengambilan benda berharga, 

l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil, 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban, 

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan 

Pengendalian. 

 

17. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas: 

a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan 

terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan 
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Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat 

pembayaran sesuai aturan yang berlaku, 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian 

dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan 

dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku, 

d. Melakukan koordinasi  penertiban terhadap obyek pajak daerah dan 

retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi 

kewajibannya, 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak 

daerah dan retribusi daerah, 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Operasional dan Pengendalian. 

 

18. Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas : 

a. Membantu kepala bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan 

pelayananan keberatan PBB, 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Penagihan dan Keberatan. 

 

3.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

 Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan 

lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Hari kerjanya adalah Senin Sampai Jum’at, 

2. Jam Kerjanya: 

a) Senin - Kamis  : 07.00 - 15.00 

b) Jum’at   : 07.00 - 11.00 

c) Sabtu - Minggu : Libur 

3. Senam pagi diadakan setiap hari Jum’at mulai jam 07.00 sampai dengan 

selesai, 
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4. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. 

Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah 

karyawan yang hadir, serta berdo’a untuk mendukung kelancaran dalam 

bekerja. 

3.4 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah 

membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian 

sumber dana di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut 

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember  melaksanakan fungsi yang meliputi :  

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, 

b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum, 

c. Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan, 

d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan, 

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, 

f. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak Daerah dan retribusi 

Daerah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, 

g. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar. 

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

mempunyai kewenangan antara lain : 

a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro 

di bidang pendapatan, 

b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan, 

c. Mengalokasi Sumber Daya Manusia (SDM) potensial, 

d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten Jember bidang pendapatan. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan judul laporan 

mengenai Prosedur  Penerimaan Pajak Reklame, maka bisa diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara,

karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau

disebut kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan

pembiayaan kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah

pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi

lebih baik.

2. Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang

berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan

pembangunan daerah.

3. Penerimaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember sudah baik dan mengikuti prosedur yang sudah sesuai

dengan Aturan Pajak yang Berlaku.

4. Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai sewa reklame, sewa reklame

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai

strategis penyelenggaraan reklame.

Dihitung dengan rumus: NJOP + Nilai Strategis x 25% 

5. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Reklame Insidentil sebagai

berikut:

Seksi penetapan dan verifikasi dimana WP wajib mengisi SPTPD 

yang diserahkan kepada Bank Jatim yang kemudian diarsipkan dan 

menerbitkan SSPD rangkap 5 yang diserahkan kepada Bank, WP, Bidang 

3, Bidang 4, dan Bendara di Bidang 2. 
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6. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Reklame Tetap adalah 

sebagai berikut: 

Seksi pendaftaran dan pelayanan (Bidang 1) WP wajib mengisi 

SPTPD kemudian Seksi penetapan dan verifikasi (Bidang 2) 

memverifikasi, menyerahkan SPTPD, mencetak SKPD dan WP 

melakukan pembayaran ke Bank Jatim yang kemudian menerbitkan SSPD 

rangkap 5 yang diserahkan kepada Bank, WP, bendahara, bidang 2, bidang 

3, dan bidang 4. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan PKN 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan PKN 
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Lampiran 3. Lembar Absen PKN 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Hasil PKN 
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Lampiran 5. Lembar SPTPD Insidentil 
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Lampiran 6. Lembar SKPD 
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Lampiran 7. SPTPD Tetap 
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Lampiran 8.  Lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 
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